BABII
PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN
EXTRA ORDINARY DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH

A. Tinjauan Umum Tentang Grasi Dalam Fikih Jinayah

Hukum Islam sebagai bagian dari hukum agama diakui keberadaannya
khususnya pada bagian-bagian tertentu, dan dipandang sebagai bagian dari
hukum nasional." Meski istilah pengampunan dalam hukum pidana Islam
tidak banyak dirumuskan oleh ulama’ ahli fikih, namun tetap ada penjelasan
istilah pengampunan tersebut, dengan maksud untuk mengetahui batasan dan
jenis pengampunan yang dapat diberikan atas jarimah atau tindak pidana
yang dilakukan. Dalam hal pemberian grasi dalam hukum Islam, Allah SWT
telah memberi ketegasan, bahwa grasi adalah pemberian ampunan yang
identik dengan pemberian ma’af (pemaafan).

Keberadaan pemaafan ini di dalam hukum pidana Islam ini berada
dalam rangkaian hukum duniawi terhadap pelaku tindak pidana jarimah yang
berdasarkan ketentuan al-Qur‘an. selain hukuman duniawi yang berdasarkan
(nash) al-Qur‘an yang meliputi gisas, divat dan hudud, juga terdapat
hukuman duniawi yang tidak berdasarkan nash melainkan diserahkan kepada
kebijaksanaan hakim untuk mewujudkan keselamatan (“uqubah tafwidiyah),

yang bentuk dan sifatnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.? Pemaafan

! Ictiajanto SA. Hukum islam dan Hukum Nasional, (Jakarta: Ind-Hill, 1990), 86.
* Rachmat Djatnika, Filsafat Hukum Dalam Berbagai Bidang, (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), 226.
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adalah salah satu sebab hapusnya hukuman ta‘zir, tetapi tidak menghapus
keseluruhannya.’

Dalam hal pemberian grasi atau pengampunan dalam Islam tidak lepas
dari sistem persanksian dalam Islam. Adapun sanksi dalam islam dibagi
menjadi 4 (empat),” yaitu:

1. Hudud

Hudud adalah sanksi atas kemaksiatan yang mana macam kasus dan
sanksinya telah ditetapkan oleh syariah. Dalam kasus Audud tidak
diterima adanya pengampunan atau abolisi. Sebab, Audud adalah hak
Allah SWT. Jika kasus hudud telah disampaikan di majelis pengadilan,
kasus itu tidak bisa dibatalkan karena adanya pengampunan atau
kompromi. Hudud dibagi menjadi enam: (1) zina dan Ziwath (homoseksual
dan lesbian) (2) al-khadhaf (menuduh zina orang lain) (3) minum khamr
(4) pencurian (5) murtad (6) hirabah dan, (7) bughat.

Untuk setiap tindak pidana jenis ini hanya ada satu jenis hukuman
misalnya potong tangan untuk pencuri, pelaku zina yang berstatus perjaka
atau perawan (ghayru muhsan) dikenai hukuman cambuk sebanyak 100
kali. Pelaku zina yang berstatus suami atau istri, janda atau duda, dijatuhi

sanksi rajam. Peminum khamr dijatuhi sanksi cambuk sebanyak 40 kali.

* A Djazuli, Figh Jinayah:Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam, Cet.III, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2000), 228.

* Hisbut Tahrir, “Media Politik Dan Dakwah Membangun Kesadaran Umat; System Persanksian
Islam Telaah Kitab Nizham Al-Uqubat Fi Al-Islam” http:/hizbut-tahrir.or.id/2007/06/01/sistem
-persanksian-islam- telaah-kitab-nizham-al-uqubat-fi-al-islam/ di Akses Pada 1 April 2015.

> Topo Santoso, “Membumikan Hukum Pidana Islan?’, (Jakarta: Gema Insani Pers, Cet.I, 2003),
18.
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Kepala negara tidak diizinkan memberikan grasi, remisi, ataupun abolisi
terhadap terpidana jenis ini.
2. Jinayah

Jinayah adalah penyerangan terhadap manusia. Jinayah dibagi dua:
(1) penyerangan terhadap jiwa (pembunuhan) (2) penyerangan terhadap
organ tubuh. Kasus jinayah terhadap jiwa (pembunuhan), sanksinya ada
tiga macam: gisas, diyat, atau kafarah. Pembunuhan sendiri diklasifikasi
menjadi empat jenis; (1) pembunuhan sengaja; (2) mirip disengaja (3)
tidak sengaja (4) karena ketidaksengajaan.

3. Ta‘zir

Ta‘zir adalah bentuk mashdar dari kata _J= -_,J)= yang secara
etimologis berarti yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki
arti menolong atau menguatkan.®

Pada dasarnya, sanksi ta‘zir ditetapkan berdasarkan pendapat
seorang gadi yang berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan
kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang
menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, financial, atau
moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Diantara
pengelompokan kasus fa‘zir adalah sebagai berikut: (1) pelanggaran
terhadap kehormatan; (2) penyerangan terhadap nama baik; (3) tindak
yang bisa merusak akal; (4) penyerangan terhadap harta milik orang lain;

(4) ganggungan terhadap keamanan atau privacy; (5) mengancam

® Nurul irfan, Masyrofah, Figih Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2013), 136.
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keamanan Negara; (6) kasus-kasus yang berkenaan dengan agama; (7)
kasus-kasus ta zir lainnya.
4. Mukhalafat

Mukhalafat adalah tidak menaati ketetapan yang dikeluarkan oleh
negara, baik khalifah, atau selain khalifah seperti para mu’awin, para wali
(gubernur), ‘ummal- ‘ummal (bupati/wali kota) dan lain-lain, dari orang-
orang yang aktivitasnya adalah aktivitas kekuasaan, di mana mereka
memiliki kewenangan untuk memberi perintah-perintah, baik yang
berwujud larangan maupun perintah. Sebab penentangan terhadap
perintah Imam termasuk salah satu kemaksiyatan dari sekian banyak
kemaksiyatan. Allah SWT. telah memerintahkan untuk taat kepada

penguasa dengan sangat jelas di dalam al-Qur’an. Allah SWT. berfirman:

8 -

- G - 2> oo @
ﬁéﬂ‘-’f\“fr” AL O 5o y("»'fo/l/yi 5 4

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika
kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia
kepada Allah SWT (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(QS.
an-Nisa’: 59)

B. Klasifikasi Grasi Dalam Fikih Jinayah
Undang-Undang menyebutkan bahwa grasi merupakan suatu

pengampunan yang diberikan oleh seorang penguasa yang dalam hal ini
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seorang Presiden. Adapun jika dilihat dari peradilan Islam dikenal dengan
suatu bentuk pengampunan, diantaranya sebagai berikut:
1. al-‘afwudan dasar hukumnya

Kata al-‘afwu () merupakan bentuk isim yang mendapat
imbuhan kata al (J' ) di depannya, atau disamakan dengan kata ‘afwun
(s2=) dalam bentuk masdarnya, yang secara segi bahasa mengandung arti
hilang, terhapus dan pemaafan.

Pemaafan sebagai unsur pengecualian hukuman, hanyalah berlaku
untuk tindak pidana yang diancam dengan hukuman gisas, yakni tindak
pidana pembunuhan dengan sengaja dan pelukaan dengan sengaja,
ataupun tindak pidana pembunuhan atau pelaku oleh karena kesalahan.
Mengenai tindak pidana lainnya, seperti pencurian, perzinaan, tuduhan
berbuat zina, pemberontakan tidak diketemukan maaf sebagai unsur yang
mengecualikan hukuman.” dalam Surah al-Baqarah ayat 178 di jelaskan

sebagai berikut:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu gisas
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.
Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,

" Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam-figh jinayah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 125.
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hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyvat) kepada yang
memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.
Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa
yang sangat pedih”®
Ayat ini berisi tentang hukuman qisas bagi pembunuhan yang
melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak
memaafkan pelaku. Artinya pada ayat tersebut Allah SWT telah
memberikan wewenang kepada ahli waris korban untuk menuntut gisas
atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut,
dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal
pembunuhan pengampunan hanya dapat dilakukan oleh korban atau wali
dari korban itu sendiri, bukan dari ulil ‘amri atau lainnya dimana pelaku
pembalas.” Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk
memberikan ampunan.
2. al-syafa‘at dan dasar hukumnya
kata al-syafa‘at (d=\&ill) dalam kamus bahasa arab merupakan
lawan kata dari al-witru (#s) ) atau - ganjil - yang mengandung arti
genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.
Sebagaimana perantaraan atau pertolongan dari seseorang dalam

menyampaikan kebaikan atau menolak kejahatan. Adapun kata al-

syafa‘at (4=\8dl) sendiri berasal dari kata syafa‘at yang juga berarti

8 . .

Ibid,. i28.
’Abdul Qadir Audah, al-Tasyri‘ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad‘iy, Penerjemah
Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I1I, (Bogor: P.T. Kharisma Ilmu, tt), 169.
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menghimpun, mengumpulkan atau menggandakan sesuatu dengan
sejenisnya.m

Dan dalam surah lain Allah SWT juga menganjurkan pada kita
untuk lebih dapat memaafkan daripada membalas terhadap orang yang

melakukan keburukan, sebagaimana firman Allah SWT:
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Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik,

niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan

Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan

memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah SWT Maha Kuasa

atas segala sesuatu”. (QS. Al-Nisa’: 85)

Syafa‘at dalam surah al-Nisa’ ayat 85 ini supaya seseorang
ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat
kembali memperoleh hak-haknya sebagai warga negara, karena syafa‘at
diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan
makna dari ayat tersebut; barangsiapa yang memberikan dari saat ke saat,
untuk siapa dan kapan saja syafa‘at yang baik, yakni menjadi perantara
sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan
mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain
dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bahagian

pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan

barangsiapa yang memberi syafa‘at, yakni menjadi perantara untuk

""Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya:
Pustaka Progressif, 1997), 729.
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terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya
ia akan memikul bahagian dosa dari usahanya. Allah SWT sejak dulu
hingga kini dan seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu. "’

3. Al-Maghfur dan dasar hukumnya

Kata al-maghfur atau ghufran (&) /pengampunan adalah bentuk
masdar dari ghafara, yaghfiru, ghafran, ()% &5 i), Makna asal dari
kata ghafr (,%) ialah as-satr (5id) = tutup)

Adapun pengampunan sebagai salah satu sebab hapusnya
hukuman ¢a ‘zir apabila diperhatikan dari segi penggunaannya maka akan
terlihat perbedaan, hal ini dapat diketahui dalam al-Qur’an surat Ali-
Imran ayat: 135.
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Artinya: “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan
perbuatan keji atau Menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan
Allah SWT, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan
siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah

SWT? dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang
mereka mengetahui.”

Pada ayat tersebut, mengandung arti pengampunan yang
dijanjikan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang pernah berbuat dosa,

dalam ayat tersebut tertuang lafadz % (mengampuni) berasal dari kata:

18 -, - % pada kata s tersebut, pengampunan hanya di miliki oleh

"Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Vol. 2, (Jakarta:
Lentera Hati, Cet. I, 2002), 511.
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Allah SWT dan manusia tidak berhak sama sekali atas pengampunan
ini.'> Sedangkan dalam wahyu Allah SWT yang lain tersebut dalam surat

yang sama pada ayat 159 sebagai berikut:
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Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah SWT-lah kamu
Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun
bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan
itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka
bertakwalah kepada Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT
menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Pada ayat tersebut diatas, Allah SWT memberi kuasa kepada
manusia untuk memberi maaf kepada sesamanya dan memberi
kesempatan untuk bermusyawarah dalam penyelesaian masalah.
Pengampunan dan pemaafan sangat identik dalam segi arti bahasa, namun
apabila dilihat dari penggunaannya maka akan terlihat perbedaannya.
Pemberian ampun atau pengampuanan hanya berlaku bagi Allah SWT,
sedangkan istilah pemberian maaf selain berlaku bagi Allah SWT juga
diperuntukkan bagi manusia."®

Adapun hadith yang memberikan keterangan, pengampunan juga

dianjurkan dalam suatu perkara tindak pidana selama itu memang masih

"’Santoso, “Pengajuan Grasi Yang Berulang-Ulang Menurut UU Nomor 22 Tahun 2002 Dan
Hukum Islam” (Skrips--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2008), 27.

Y ibid., 28.
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bisa dimungkinkan. Sebagaimana hadith yang diriwayatkan dari ‘Aisyah

r.a. sebagai berikut:
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Artinya: "Hindarilah oleh kalian hudud (hukum maksimal yang
tidak bisa direvisi) atas sesama muslim semampu mungkin; jika
ada jalan keluar untuk menghindar, lakukan; sungguh Imam salah
dalam mengampuni lebih baik daripada salah dalam menjatuhkan

14
hukuman”.

&.

Maksud dari keterangan hadith di atas merupakan suatu sandaran
hukum bagi seseorang yang mempunyai otoritas dalam memutuskan
suatu perkara, baik oleh seorang hakim maupun penguasa, bilamana
menemukan keraguan dalam menilai suatu jarimah yang dilakukan dan
dituduhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang
akan diputuskannya. Sehingga seorang imam atau qadi dituntut supaya
lebih cermat dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan suatu perkara.

Seorang hakim atau imam tidak boleh serta merta begitu saja
memberikan pengampunan jika suatu perkara dari seorang pelaku jarimah
tersebut telah diajukan kepadanya. Karena dalam suatu hadith yang

diriwayatkan oleh Imam Malik sebagaimana berikut:

4 Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa al-Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, ,fi Bab Ma Ja’a fi Dar’i al-Hudud,
(Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 436.
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Artinya: "Diriwayatkan dari sahabat Rabi‘ah bin Abi ‘Abdi al-
Rahman, suatu ketika dalam perjalanan sahabat al-Zubair
berjumpa dengan sekelompok orang yang telah menangkap
seorang pencuri yang hendak diadukan perkaranya kepada amirul
mukminin (‘Usman bin Affan), kemudian al-Zubair memberikan
syafa‘at kepada pencuri tersebut, dan meminta pencuri tersebut
supaya dilepaskan, (awalnya) mereka menolak dan meminta al-
Zubair untuk melakukannya saat dihadapan khalifah, kemudian al-
Zubair mengatakan bahwa apabila (masalah hudud) telah sampai
kepada penguasa, maka Allah SWT akan melaknat orang yang
memberi ampun dan yang meminta ampun.

Dalam riwayat lain'
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Artinya: Barangsiapa menyelesaikan perkara dengan pengampunan

tanpa menjalankan (hukum) had dari hudud Allah SWT, maka ia
berarti melawan perintah Allah SWT...

C. Pendapat Mujtahid Tentang Grasi Dalam Fikih Jinayah
Para mujtahid memberiakan dalil tentang pemaafan dalam perkara
ta‘zir antara lain sabda Rasulullah saw:
(o) HEAIES fgie 2 0 L)
Artinya: “terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya”. (HR
Muslim)

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw,

lalu berkata: saya bertemu dengan seorang perempuan lalu melakukan sesuatu
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terhadapnya selain zina. Maka rasulullah berkata: betul maka Rasulullah saw

membacakan kepadanya firman Allah SWT:
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Artinya: “Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu
menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk’. (QS. Hud: 115)

Kedua dalil diatas meskipun dijadikan dalil oleh fuqaha’, akan tetapi
tampaknya untuk pemaafan ini perlu dibedakan antara jarimah yang
berkaitan dengan hak Allah SWT atau hak masyarakat dan jarimah yang
berkaitan dengan perorangan. Dalam fa‘zir yang berkaitan dengan
perorangan pemaafan itu dapat menghapus hukuman, bahkan bila pemaafan
itu juga menghapus gugatan. Sedangkan dalam ¢a ‘zir yang berkaitan dengan
Allah SWT sangat bergantung kepada kemaslahatan, artinya bila ulil amri
melihat adanya kemaslahatan yang lebih besar dengan memberi maaf dari
pada si pelaku dijatuhi hukuman, maka wlil ‘amri dapat memberikan
pemaafannya. Sedangkan menurut Imam Syafi’i bahwa fa‘zir hanya
kebolehan saja bagi w/il ‘amri, bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu,
dikalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat: suatu pendapat menyatakan
bahwa pemaafan itu tidak boleh bila jarimah ta‘zimya berkaitan dengan hak
Allah SWT, seperti meninggalkan shalat atau menghina para sahabat. Maka
dalam kasus seperti ini si pelaku harus dijatuhi hukuman ta ‘zir."

Ulama’ lain berpendapat bahwa pemaafan itu bisa saja diberikan

kepada orang yang tidak bisa melakukan kejahatan atau bagi orang-orang

" Djazuli, Figh Jinayah..., 229.
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yang tampak menyesal dan bertaubat dari kejahatan yang dilakukannya.
Apabila kita lihat alasan-alasan fugaha’ diatas sesungguhnya yang lebih tepat
pemaafan dalam za‘zir ini haruslah atas dasar tuntutan kemaslahatan, karena
pada prinsipnya fa ‘zir itu harus sesuai dengan kaidah.

il 2a 335 5

Artinya: “ta ‘zir itu tergantung kepada kemaslahatan”.

Dismaping itu ta‘zir yang berkaitan dengan hak adami hanya dapat
dimaafkan oleh korban dan tidak dapat dimaafkan oleh u/i/ ‘amri.
Demikianlah pemdapat jumhur fuqaha’. Hal terakhir ini logis, karena korban
itulah yang punya hak. Adapun bila jarimah ta‘zimya berkaitan dengan hak
campuran antara perorangan dan jamaah, seperti percobaan pembunuhan,
maka bila korban telah memaafkan maka tinggal satu hak lagi yang perlu
diselesaikan, yaitu hak jamaah. Artinya w/il ‘amri masih berhak
menghukumnya.

Karena perkara fa‘zir, penetapan sanksi diserahkan kepada Khalifah
dan gadi (sebagai wakil dari Khalifah). Sehingga, dalam pemberian
pengampunan/pemaafan ataupun pengringanan hukuman juga terdapat pada
Khalifah. Dalam perkara yang dibenarkan adanya pengampunan, perlu
diperhatikan secara seksama bahawa hal tersebut berlaku jika pada proses
pengaduan kasus kepada gadi dan gadi belum memutuskan hukumanya.
Adapun jika gadi telah memutuskan atau menjatuhkan hukuman terhadap
sebuah kejahatan, maka tidak boleh ada pemaafan ataupun pengringanan,

kecuali dalam perkara jinayat jika sahibul haq yang memberikan pemaafan.
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Keputusan gadi jika telah ditetapkan bersifat mengikat, maka gadhi tidak
boleh  membatalkannya, menganulirnya, mengubahnya, meringankannya
atau apapun secara mutlak, selama keputusan tersebut mengandung sanksi
Syar’i.m

Para mujtahid juga sepakat bahwa dalam hal pemberian pengampunan
(al-‘afwu atau al-syafa‘at) diperbolehkan meskipun jarimah tersebut yang
berkaitan dengan perkara Audud selama perkara tersebut belum diajukan
kepengadilan untuk disidangkan, sebagaimana dinisbatkan dengan
mendasarkan pada keterangan hadith yang berkaitan dengan pencurian.
Maka, demikian juga dengan perkara jarimah yang diancam dengan hukuman
hudud yang lain juga diperkenankan pemberian pengampunan.'” Ketentuan
pemberian pengampunan terhadap pelaku tindak pidana, telah banyak
diperaktekkan oleh sebagian besar para sahabat nabi dan fugaha’. Mereka
lebih menyukai untuk memberikan shafa‘at kepada pelaku tindak pidana
tersebut, karena memberikan maaf merupakan ‘amaliyah yang dianjurkan
Allah SWT sebagaimana yang tersurat dalam firman-Nya:
T DT 5 0 Sl AL T 5T

Artinya: “jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Dan nabi Muhammad saw juga bersabda:

Al Maliki dan ad Daur, Nizham al-’Uqubat wa Ahkamu Bainat £ al-Islam, terj. Syamsuddin
Ramdhan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), 299.

""Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al- ‘Uqubah fi al-Figh al-Islam; al-Jarimah, (Beirut: al-
Dar al-Fikr al-*Arabi, 1998), 73.
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Artinya: “Dari Abdillah bin ‘Amr bin al’As Bahwasannya Rasulullah

saw bersabda. Saling memaafkanlah dalam perkara hudud diantara

kalian, karena jika telah sampai kepadaku perkara hudud itu maka
wajib atasku untuk menegakkannya™'®.
D. Permohonan dan penyelesaian grasi dalam Islam

Pengajuan grasi dalam sistem hukum Islam, memang tidak secara
eksplisit ada penjelasan hirarki dan sistematis tentang cara pengajuannya,
seperti yang terdapat dalam hukum positif. Hukum Islam diturunkan dengan
memandang manusia dengan sifat-sifat kemanusiaannya (insaniyah) yang
Allah SWT tetapkan sebagai sunnatullah yang tidak mengalami perubahan.
Karena dari segi kemanusiaan manusia tidak mengalami perubahan sampai
akhir. untuk itu Islam memberi hak bagi korban untuk menuntut sesuai
dengan kejahatan yang dialaminya, juga diberi hak untuk memaafkan
pelakunya dengan proses yang adil dan maslahat."

Tentang pengajuannya dalam Islam sangat sederhana, dan tidak
seperti proses pengajuan upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam hukum
positif, hal ini karena memang undang-undang acuannya berbeda. Dalam
Islam hukum sudah ditentukan oleh al-Qur’an dan Hadith yang setiap
tindakan pelanggaran hukum akan diancam dengan ketentuan-ketentuan

hukum yang sudah dipastikan oleh Allah SWT dan rasuINYA. Sehingga

kepastian hukum sangat jelas tanpa ada penafsiran yang masih diliputi oleh

""Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy‘as al-Sajistany, Sunan Abi Dawud, fi Kitab al-Hudud, hadis
ke 4376, 816.
' Santoso, “Pengajuan Grasi Yang Berulang-Ulang. .., 34.
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nafsu yang kemudian keadilan bisa dirasakan bersama. Oleh karena itu,

permohonan grasi dalam Islam pernah dicontohkan dalam sebuah kisah rasul,

bahwa suatu ketika diajukan kepada Rasul Saw seorang wanita yang mencuri
untuk diadili dan dijatuhi hukuman/had potong tangan terhadapnya.

Kemudian datang seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid dan dia

meminta permohonan grasi untuk seorang wanita tadi, tetapi nabi menolak

dan bahkan menegur Usamah saraya berkata: “apakah kamu mengajukan
keringanan/grasi terhadap salah satu hukuman dari Allah SWT, demi Allah

SWT kalau saja Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti akan aku potong

tangannya.” (HR Bukhari, Muslim). Lebih jauh Al-Mawardi berpendapat

sehubungan dengan pemaafan ini sebagai berikut:

a. Bila pemaafan hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada
hakim, maka Ulil Amri bisa memilih antara penjatuhan sanksi fa ‘zir dan
mema’afkannya.

b. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh
korban, maka fuqaha berbeda pendapat tentang hapusnya hak u/il/ ‘amri
untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada
yang berpendapat bahwa hak u/i/ ‘amri itu menjadi hapus dengan
pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah
al-Zubair. Demikian pula pendapat Ahmad Ibn Hambal. Sedangkan

menurut pendapat ulama yang lain hak Uil ‘Amri untuk menjatuhkan
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hukuman yang berkaitan dengan hak jama’ah, baik sebelum pengajuan
gugatan oleh korban maupun sesudahnya, tidak dapat dihapus.”
Tampaknya pendapat kedua inilah yang tepat dalam jarimah ta ‘zir
yang merupakan gabungan antara hak jamaah dan perorangan. Lain
halnya bila dalam jarimah yang murni yang berkaitan dengan hak
perorangan atau yang murni yang berkaitan dengan hak Allah SWT tau
jamaah. Dalam kasus jarimah macam pertama hanya hanya perorangan
yang dapat memaafkan, sedangkan jarimah macam kedua hanya u/il ‘amri

yang dapat memaafkan.”’

“Imam Al Mawardi, A/ Ahkam As Sulthaniyah, Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara,
(Jakarta: Darul Falah, 2000), 238.

*1 Safi’i, “Analisis Figh Jinayah Terhadap Pelaksanaan Remisi Kajian terhadap PP No.28 Tahun
2006” (Skrips--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 23.



